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dengan cara memberikan sanksi yang sepadan, serta melaksanakan 

monitoring secara berkala dan konsisten atas pencatatan peristiwa atau 

transaksi keuangan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan, mislanya seperti tingkat 

kecanggihan teknologi, tingkat kompetensi pegawai, dampak intervensi, 

pengaruh psikologis dan lain sebagainya. 

b) Peneliti selanjutnya juga dapat memeperluas ruang lingkup populasi 

penelitian, misalnya menambahkan badan daerah, inspektorat serta 

jajaran sekretariat. 

.
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